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Pendahuluan
Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas pelayanan publik,

pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 sebagai landasan hukum untuk menjamin

hak masyarakat dalam memperoleh layanan. Regulasi ini dirancang agar pelayanan publik dapat

diselenggarakan dengan cepat, mudah diakses, serta terbebas dari praktik diskriminatif . Dalam rangka

memenuhi Kebijakan tersebut, pemerintah menghadirkan sistem berbasis TIK yang dikenal sebagai e-

government.

Kabupaten Sidoarjo menjadi salah satu daerah yang menghadirkan inovasi pelayanan

publik melalui program SIPRAJA (Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo). Program ini

resmi diperkenalkan pada Februari 2020 oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagai

tindak lanjut dari Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 mengenai pengembangan

Smart City. Melalui program ini, pemerintah diharapkan mampu menghadirkan

terobosan pelayanan yang lebih sederhana tanpa harus melewati banyak tahapan

birokrasi di tingkat desa maupun unit bawah lainnya

Salah satu desa di Kabupaten Sidoarjo yang telah mengimplementasikan program SIPRAJA adalah

Desa Sidokerto, yang berada di Kecamatan Buduran. Desa ini dikenal sebagai salah satu wilayah

dengan kualitas pelayanan publik yang cukup baik, Desa Sidokerto mulai menerapkan SIPRAJA pada

tahun 2020 sebagai sarana pengelolaan layanan berbasis digital.
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Data Pendukung

layanan tipe A di Desa Sidokerto pada periode 2021–2025 menunjukkan perubahan

dengan kecenderungan menurun setelah tahun 2021. Tingginya jumlah layanan pada

tahun 2021 menunjukkan bahwa kebutuhan administrasi masyarakat masih sangat besar,

terutama didukung oleh pelayanan yang masih bersifat semi-manual dan dibantu penuh

oleh perangkat desa. Namun, pada tahun 2022 mulai terjadi penurunan yang disebabkan

oleh peralihan ke sistem digital yang belum diimbangi dengan pemahaman masyarakat

terhadap penggunaan aplikasi, sehingga banyak warga kesulitan mengakses layanan

secara mandiri. Penurunan kembali terjadi pada tahun 2023, meskipun terdapat

peningkatan pada SK Tidak Mampu yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi

masyarakat, sementara layanan lain menurun akibat kendala teknis dan kecenderungan

masyarakat menunda pengurusan administrasi karena penggunaan digital. Penurunan

paling drastis pada tahun 2024 mengindikasikan adanya gangguan signifikan dalam

sistem, seperti error aplikasi dan keterbatasan fasilitas pendukung, sehingga pelayanan

kembali didominasi secara manual. Adapun peningkatan pada tahun 2025 menunjukkan

adanya upaya perbaikan dari pemerintah desa, seperti peningkatan pendampingan dan

penyesuaian pelayanan, meskipun belum sepenuhnya tercukupi karena masih terdapat

kendala sosialisasi, fasilitas, dan kebiasaan masyarakat yang cenderung memilih layanan

manual. Secara keseluruhan menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SIPRAJA

sangat dipengaruhi oleh kesiapan sistem, fasilitas, serta tingkat pemahaman masyarakat

dalam memanfaatkan layanan digital.



4

Data Pendukung

layanan tipe B pada periode 2021–2025 menunjukkan kecenderungan penurunan yang lebih

konsisten, yang mencerminkan adanya kendala dalam pemanfaatan layanan berbasis aplikasi.

Pada tahun 2021, jumlah layanan masih relatif tinggi karena penggunaan aplikasi masih

dalam tahap awal dan sebagian besar proses dibantu oleh operator desa. Memasuki tahun

2022, terjadi penurunan yang menandakan adanya proses transisi ke sistem digital yang

belum berjalan optimal, meskipun peningkatan pada SKTM Kecamatan menunjukkan adanya

pengaruh kebutuhan masyarakat. Penurunan yang lebih signifikan pada tahun 2023

disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap alur layanan yang lebih

kompleks karena melibatkan tingkat kecamatan, serta mulai berkurangnya penggunaan

aplikasi secara mandiri. Kondisi ini berlanjut pada tahun 2024 akibat kombinasi kendala

teknis aplikasi, minimnya sosialisasi, serta tidak tersedianya fasilitas pendukung bagi

masyarakat, sehingga penggunaan layanan semakin menurun. Puncaknya pada tahun 2025,

jumlah layanan menjadi sangat rendah yang mengindikasikan bahwa masyarakat hampir tidak

lagi memanfaatkan layanan tipe B melalui aplikasi secara mandiri dan lebih memilih

pelayanan manual. Secara keseluruhan, pada layanan A dan B menunjukkan bahwa

keberhasilan implementasi SIPRAJA sangat dipengaruhi oleh kesiapan system dan teknis,

fasilitas, kompleksitas layanan, keterbatasan pemahaman masyarakat, dalam

memanfaatkan layanan digital yang dapat menghambat penggunaan aplikasi SIPRAJA

secara berkelanjutan



Gap Masalah
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Kondisi Ideal:

layanan terpadu yang memberikan

kemudahan akses informasi, 

pemahaman, sekaligus penyebaran

regulasi terkait pengadaan barang

dan jasa pemerintah, 

1. Terkait minimnya sosialisasi membuat sebagian masyarakat, khususnya kalangan lanjut usia kurang memahami cara
penggunaan SIPRAJA sehingga minimnya penggunaan aplikasi

2. Terkait ketiadaan fasilitas komputer khusus yang dapat digunakan oleh warga di kantor desa sehingga pengurusan dokumen
dilakukan secara manual

3. Terkait gangguan teknis pada aplikasi SIPRAJA kerap terjadi pada jam kerja sehingga terdapat penumpukan dokumen
dengan waktu yang tidak bisa ditentukan

\

Kenyataannya:

Implementasi di Desa Sidokerto

belum menunjukkan berjalan

secara optimal

Penyebab:

Tujuan: menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi E-government melewati Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA) di

Desa Sidokerto sesuai dengan konsep dan tujuan yang sudah diputuskan
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Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

Rumusan Masalah : Implementasi E-government melalui Sistem Pelayanan

Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA) di Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran Kabupaten

Sidoarjo

Pertanyaan Penelitian : Bagaimana Implementasi E-government melalui Sistem Pelayanan

Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA) di Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo



Penelitian Terdahulu
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penelitian yang dilakukan oleh Annas, dkk.

(2024) berjudul “Implementasi Kebijakan

Sistem Pelayanan Rakyat (SIPRAJA)

Sidoarjo di Desa Banjarwungu, Kabupaten

Sidoarjo”. Penelitian tersebut menggunakan

teori implementasi Edward III dengan empat

indikator, yaitu komunikasi, sumber daya,

disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil

penelitian menunjukkan masih rendahnya

pemahaman masyarakat terkait

penggunaan aplikasi, keterbatasan jumlah

aparatur desa yang menguasai teknologi,

serta kurangnya infrastruktur pendukung.

Data juga mengungkap bahwa hanya

sekitar 1% warga yang memiliki akun

SIPRAJA, sementara kegiatan sosialisasi

mengenai prosedur pemakaian aplikasi

masih belum berjalan maksimal, sehingga

memunculkan kebingungan di kalangan

masyarakat

penelitian lain dilakukan oleh Ningtias &

Lailul (2023) dengan judul “Implementasi

Sistem Pelayanan Rakyat (SiPraja) Sidoarjo

di Desa Boro, Kabupaten Sidoarjo”. Studi ini

juga memanfaatkan teori implementasi

Edward III dengan empat indikator utama,

yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi,

serta struktur birokrasi. Hasil penelitian

memperlihatkan masih adanya

keterbatasan pemahaman masyarakat,

khususnya kelompok usia lanjut, dalam

memanfaatkan aplikasi. Di samping itu,

ketiadaan Standar Operasional Prosedur

(SOP) yang mengatur penggunaan aplikasi

menjadi hambatan tambahan. Kendala

teknis pun turut ditemukan, seperti proses

pemuatan aplikasi yang lambat serta fitur

baru yang belum dapat berjalan secara

optimal

Penelitian lain juga dilakukan oleh Nisak &

Hendra (2023) dengan judul “Implementasi

Program SIPRAJA dalam Mewujudkan

Layanan Berbasis E-Government di

Pemerintah Desa Pertambangan”. Kajian ini

menggunakan teori implementasi T.B.

Smith yang menyoroti empat variabel

utama, yakni kebijakan yang dirumuskan,

kelompok sasaran, organisasi pelaksana,

serta faktor lingkungan. Hasil penelitian

menunjukkan adanya beberapa kendala,

seperti minimnya kegiatan sosialisasi

kepada masyarakat, kualitas jaringan

internet yang tidak stabil, serta

kecenderungan sebagian warga masih

mengandalkan layanan manual. Meski

demikian, antusiasme masyarakat terhadap

program ini cukup tinggi, hanya saja

pengetahuan serta keterampilan mereka

dalam memanfaatkan aplikasi SIPRAJA

masih membutuhkan peningkatan lebih

lanjut
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Metode
Fokus Penelitian

Implementasi E-government melalui Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo

(SIPRAJA) di Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo

dengan menggunakan teori implementasi menurut Edward III untuk

mendeskirpsikan impementasi aplikasi SIPRAJA

Jenis Penelitian
Penelitian kualitatif dengan

metode deskriptif

Indikator
Komunikasi, Sumber Daya, 

Disposisi, Struktur Birokrasi

Lokasi penelitian

Desa Sidokerto Kecamatan Buduran

kabupaten Sidoarjo

Teknik penentuan informan

Teknik Purposive sumpling

Teknik Pengumpulan data

Observasi, wawancara, dan dokumentasi
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Hasil dan Pembahasan

Dalam model Edward III, komunikasi mencakup aspek transmisi, kejelasan pesan, dan konsistensi informasi.

Pada implementasi SIPRAJA di Desa Sidokerto, komunikasi internal antarperangkat desa tergolong berjalan

dengan baik. Aparatur desa, khususnya operator pelayanan, telah memahami alur penggunaan aplikasi dan

mampu mengoordinasikan proses pelayanan berbasis digital dengan cukup efektif. Penyampaian informasi

antarpegawai berlangsung secara langsung dan tidak ditemukan hambatan berarti dalam koordinasi internal.

Namun demikian, komunikasi eksternal belum sepenuhnya optimal. Sosialisasi kepada masyarakat masih terbatas

dan belum dilakukan secara merata di tingkat RT/RW. Sebagian masyarakat mengetahui SIPRAJA ketika hendak

mengurus administrasi di kantor desa, bukan melalui penyampaian informasi yang sistematis. Hal ini

menunjukkan bahwa proses tranmisisi komunikasi telah berjalan secara operasional, tetapi masih bersifat

situasional dan belum terstruktur yang tidak dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Meskipun petugas

desa telah memberikan penjelasan kepada masyarakat yang datang langsung, tetapi belum semua masyarakat

memahami prosedur penggunaan aplikasi secara mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa pesan kebijakan sudah

disampaikan, namun belum sepenuhnya dipahami secara luas oleh masyarakat.

Sehingga, indikator komunikasi sudah berjalan, tetapi masih memerlukan penguatan dalam aspek sosialisasi dan

konsistensi penyampaian informasi kepada masyarakat secara luas. Sehingga diperlukan penguatan strategi

komunikasi publik yang lebih sistematis agar implementasi SIPRAJA tidak hanya diketahui, tetapi juga dipahami

dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

1. Komunikasi
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Hasil dan Pembahasan
2. Sumber Daya

Pada Tabel 4, dimensi sumber daya, implementasi SIPRAJA di Desa Sidokerto dinilai

cukup memadai tetapi masih memiliki beberapa keterbatasan penting.Dari sisi sumber

daya manusia, jumlah operator SIPRAJA di desa masih terbatas dan didominasi oleh

satu orang petugas utama. Kondisi ini berpotensi menimbulkan beban kerja yang

tinggi serta risiko keterlambatan pelayanan apabila terjadi peningkatan permohonan

layanan.

Pada Tabel 5, sisi sarana dan prasarana, fasilitas kantor desa pada dasarnya sudah

mendukung operasional layanan digital. Namun, belum tersedia komputer atau

perangkat khusus yang dapat digunakan masyarakat secara langsung di kantor desa.

Akibatnya, masyarakat yang tidak memiliki perangkat pribadi mengalami kesulitan

mengakses layanan secara mandiri, sehingga masyarakat cenderung mengurus

pelayanan secara manual. Meskipun dengan pelayanan manual, aplikasi SIPRAJA

juga seringkali mengalami gangguan teknis yang menyebabkan pelayanan tersebut

menumpuk atau terhenti sementara dan harus menunggu untuk beberapa hari sehingga

aplikasi sipraja tidak berjalan secara optimal

Indikator sumber daya menunjukkan bahwa kecukupan sumber daya belum

sepenuhnya terpenuhi secara optimal, sehingga perlu dukungan khusus pada aspek

SDM, fasilitas publik, dan dukungan teknis guna meningkatkan pelayanan digital

yang inklusif dan berkelanjutan
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Hasil dan Pembahasan
3. Disposisi

Dimensi disposisi menunjukkan hasil yang relatif positif. Aparatur Desa Sidokerto pada umumnya memiliki sikap yang mendukung

terhadap implementasi SIPRAJA. Hal ini tercermin dari komitmen perangkat desa untuk tetap memberikan pelayanan kepada

masyarakat meskipun terjadi gangguan pada sistem.

Namun, dalam praktiknya, kedua aspek tersebut telah berjalan dengan baik meskipun Saat aplikasi mengalami kendala teknis pada jam

kerja, petugas desa mengambil langkah dengan mengalihkan pelayanan ke metode manual agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

Sikap responsif ini menunjukkan adanya kemauan implementor untuk menjaga kualitas pelayanan publik. Namun, respon dan sikap ini

tidak boleh terus-terusan dilakukan yang menyebabkan ketergantungan pelayanan secara manual. Sehingga aparatur desa harus tetap

memiliki prinsip tanggungjawab dalam mendampingi proses pelayanan melalui aplikasi SIPRAJA secara berkala dan dilakukan

mandiri dari rumah untuk menghindari kesenjangan pelayanan secara digital dan antrian panjang di kantor desa

Disposisi yang baik merupakan modal penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Namun demikian, sikap positif pelaksana

tetap perlu didukung oleh sistem dan sumber daya yang memadai untuk pelayanan digital dalam jangka panjang agar tidak

menimbulkan ketergantungan pada pelayanan manual.
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Hasil dan Pembahasan
4. Struktur Birokrasi

Tabel 6 menunjukkan SOP implementasi SIPRAJA di Desa Sidokerto terdiri dari empat

tahapan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, implementasi, serta monitoring dan

evaluasi. Tahap perencanaan meliputi identifikasi kebutuhan pelayanan berbasis aplikasi

oleh pemerintah desa dan operator, dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan berupa

sosialisasi kepada masyarakat agar memahami penggunaan SIPRAJA. Tahap

implementasi mencakup pelayanan administrasi secara digital serta pendampingan kepada

masyarakat, dengan tetap menyediakan layanan manual apabila terjadi kendala teknis.

Tahap terakhir adalah monitoring dan evaluasi yang dilakukan melalui pengawasan,

identifikasi hambatan, dan pelaporan hasil pelaksanaan. SOP ini disusun secara terstruktur

untuk memastikan setiap proses berjalan sesuai standar, sehingga mampu meningkatkan

efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik berbasis digital di tingkat desa

Tabel 7 menunjukkan tiga SDM yang terlibat dalam Program aplikasi SIPRAJA, masing-

masing dengan peran dan tugas yang berbeda. Bapak Suhermanto sebagai Sekretaris Desa

bertindak sebagai penanggung jawab utama program, sementara Bapak Kusnan yang

menjabat sebagai Kaur Perencanaan memiliki tugas melakukan idektifikasi dan verifikasi.

Adapun Bapak Harry selaku Kepala bidang administrasi&umum bertugas sebagai

pelaksana kegiatan di lapangan. Ketiganya bekerja sama untuk memastikan program

berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan.
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Temuan Penting Penelitian

Temuan penting dalam penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi e-government melalui aplikasi

SIPRAJA di Desa Sidokerto belum berjalan secara optimal meskipun telah dilaksanakan sesuai dengan

mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut ditunjukkan oleh rendahnya tingkat pemanfaatan

layanan digital oleh masyarakat yang cenderung mengalami penurunan, yang dipengaruhi oleh belum

meratanya sosialisasi, khususnya kepada kelompok lanjut usia, serta rendahnya tingkat literasi digital

masyarakat. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik dari segi jumlah aparatur, ketersediaan fasilitas

pendukung bagi masyarakat, maupun ketiadaan anggaran khusus, turut menjadi faktor penghambat. Kendala

teknis seperti gangguan sistem dan jaringan juga sering terjadi sehingga pelayanan kerap dialihkan ke metode

manual. Meskipun demikian, aparatur desa menunjukkan komitmen yang baik dalam mendukung pelaksanaan

program melalui pendampingan kepada masyarakat dan menjaga keberlangsungan pelayanan. Namun, kondisi

tersebut mengindikasikan bahwa transformasi pelayanan publik berbasis digital melalui SIPRAJA belum

sepenuhnya tercapai dan masih bergantung pada sistem pelayanan konvensional.
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Manfaat Penelitian 

Secara teoritis, penelitian ini menjadi referensi akademik dalam kajian implementasi kebijakan e-

government, khususnya dengan menggunakan perspektif teori Edward III, sehingga dapat memperkaya literatur

terkait faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik.

Secara praktis, hasil penelitian ini menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pemerintah desa maupun

pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan aplikasi SIPRAJA, terutama dalam aspek

sosialisasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan fasilitas pendukung, serta perbaikan sistem

teknis. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong peningkatan partisipasi dan pemahaman

masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital, sehingga tujuan mewujudkan pelayanan publik yang efektif,

efisien, dan transparan dapat tercapai secara optimal.
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Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi e-government melalui Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo (SIPRAJA) di Desa

Sidokerto, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, pelaksanaan program dianalisis melalui empat indikator, yaitu komunikasi, sumber

daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pada indikator komunikasi, pemerintah desa telah menyampaikan informasi melalui banner dan

penjelasan langsung kepada masyarakat, serta melakukan koordinasi internal antar perangkat desa. Namun, penyebaran informasi belum

menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok lanjut usia, sehingga masih terdapat masyarakat yang belum memahami

penggunaan dan manfaat aplikasi SIPRAJA. Pada indikator sumber daya, pelaksanaan program didukung oleh aparatur desa yang memiliki

peran masing-masing dalam pengelolaan aplikasi serta fasilitas seperti komputer. Namun, jumlah aparatur masih terbatas, belum tersedia

fasilitas khusus bagi masyarakat untuk mengakses aplikasi di kantor desa, serta terdapat kendala teknis pada sistem dan jaringan yang

memengaruhi proses pelayanan. Pada indikator disposisi, pelaksana program menunjukkan dukungan terhadap kebijakan dengan

memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam penggunaan aplikasi. Dalam pelaksanaannya, pelayanan tetap dilakukan melalui

sistem manual ketika aplikasi mengalami gangguan, sehingga proses administrasi tetap berjalan. Pada indikator struktur birokrasi,

pelaksanaan SIPRAJA telah mengikuti pembagian tugas, alur pelayanan, serta standar operasional prosedur yang mencakup tahap

perencanaan, pelaksanaan, pelayanan, dan evaluasi, serta berada dalam koordinasi dengan pemerintah kabupaten. Secara keseluruhan,

implementasi SIPRAJA di Desa Sidokerto menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah berlangsung sesuai mekanisme yang telah

ditetapkan dengan adanya kondisi yang memengaruhi penggunaan layanan berbasis digital oleh masyarakat.
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